
SALINAN

BUPATI SURAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SURAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SURAMARA,

Menimbang :      a.  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  administrasi
kepegawaian   guna   tercipta   budaya   tertib   administrasi   di
bidang  kepegawaian  khususnya  dalam  hal  pemberian  cuti
Aparatur  Sipil  Negara,  perlu  ditetapkan  peraturan  tentang
pedoman pemberian cuti;

b.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentarig Pedoman
Pemberian    Cuti    Aparatur    Sipil    Negara    di    lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Mengingat    :      1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2002  tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Gunung  Mas,
Kabupaten   Pulang   Pisau,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil
Negara  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang
Perubahan     Kedua     Atas     Undang-Undang     Nomor     23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    2015    Nomor   58,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2021    Nomor   202,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);
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5.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    11    Tahun    2017    tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6037),  sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahrin 2017
tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor   68,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;

6.   Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 6  Tahun  2022
tentang    Peraturan     Pelaksanaan     Peraturan     Pemerintah
Nomor 94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384) ;

7.   Peraturan Badan Kepegawaian   Negara Nomor 24 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2017    Nomor    1861),
sebagaimana    telah    diubah     dengan     Peraturan     Badan
Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Badan   Kepegawaian      Negara   Nomor   24
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri
Sipil    (Berita    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2021
Nomor 842);

8.   Peraturan Badan Kepegawaian   Negara Nomor 7 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan
Perianjian     Keria     (Berita     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2022 Nomor 406);

9.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sukamara   Nomor   Nomor   6
Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan I.embaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor   40),   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor 6  Tahun  2019  tentang
Perubahan   atas   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sukamara
Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sukamara  (Lembaran  Daerah
Kabupaten   Sukamara   Tahun   2019   Nomor   6,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) ;

MEMUTUSRAN :

Menetapkan  :   PERATURAN    BUPATI   TENTANG    PEDOMAN    PEMBERIAN    CUTI
APARATUR     SIPIL     NEGARA     DI     LINGKUNGAN     PEMERINTAH
KABUPATEN SURAMARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten sukamara.
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur

penyelenggara     Pemerintahan     Daerah    yang     memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
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3.     Bupati adalah Bupati sukamara.
4.     Cuti adalah keadaan tidak masuk kelja yang diizinkan dalam

jangka waktu tertentu.
5.     Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah
dengan    peljanjian    kelja    yang    bekelja    pada    instansi
pemerintah.

6.     Pegawai  Negeri  Sipil yang  selanjutnya disingkat  PNS  adalah
warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,
diangkat  sebagai  Pegawai  ASN   secara  tetap  oleh  pejabat
pembina      kepegawaian      untuk      menduduki      jabatan
pemerintahan.

7.     Pegawai pemerintah dengan perianjian Ken.a yang selanjutnya
disingkat    PPPK    adalah    warga    negara    Indonesia    yang
memenuhi  syarat tertentu,  diangkat berdasarkan  perianjian
kelja    untuk    jangka    waktu    tertentu    dalam    rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

8.     Tim  Penguji  Kesehatan  adalah  tim  yang  dibentuk  untuk
menguji kesehatan PNS dan PPPK yang beranggotakan dokter
pemerintah.

9.     Pejabat  Yang  Berwenang  Memberikan   Cuti adalah pejabat
Pembina  Kepegawaian  atau pejabat yang mendapat delegasi
sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
memberikan Cuti.

10.   Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan  menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
dan   pembinaan   manajemen   ASN   di   instansi   pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a.    CutipNS;
b.   Cuti Calon PNS; dan
c.    CutipppK.

BAB Ill
CUTI PNS

Bagian Kesatu
Jenis Cuti PNS

Pasal 3

(1)      Setiap pNs berhak mendapatkan cuti.
(2)      Jenis cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.   cuti tahunan;
b.   cuti besar;
c.   cuti sakit;
d.   cuti melahirkan;
e.   cuti karena alasan penting;
f.    cuti bersama; dan
9.   cuti di luar tanggungan negara.

(3)      Cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh
PPK.
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(4)     :Pe¥deLseegba:¥kar:=eabagLqim#es#ednanpfdy: u:¥:: in(:Ledn?kp=t
cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara.

( 5)     :;=tde(L4e)8::±b=gal¥e=ean=r8cansteub=g:±£=aL#Fii=u±u£:dfi

yang  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Cuti Tahunan

Pasal 4

(1)    PNS  yang  telah  bekeria  paling kurang  1  (satu)  tahun  secara
terus menerus berhak atas cuti tahunan.

{2)    Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari ken.a.

(3)    Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti melalui atasan langsung.

(4)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
memberikan   pertimbangan   berupa   menyetujui,   mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti.

(5)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti tahunan secara tertulis dengan
memperhatikari pertimbangan atasan langsung.

(6)    Pemberian hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan,
atau    menolak    pengajuan    cuti    dengan    memperhatikan
kekuatan jumlah pegawai pada unit kelja yang bersan8kutan.

(7)    Contoh  format permintaan  dan  pemberian  Cuti  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)   dan   ayat   (5)   tercantum   dalam
Lampiran  Huruf 8  angka  1  dan  Lampiran  Huruf C  angka  1
yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

(1)    Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun
bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling
banyak 6 (enam) hari kelja.

(2)    Hak  atas  cuti  tahunan  yang  tidak  digunakan  dalam  tahun
yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya
untuk paling lama 18 {delapan belas) hari kelja termasuk cuti
tahunan dalam tahun beljalan.

(3)    Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan  2  (dua)  tahun
atau   lebih   secara  berturut-turut,   dapat  digunakan  dalam
tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari
kelja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun beljalan.

Pasal 6

(1)    Hak  atas  cuti  tahunan  dapat  ditangguhkan  penggunaannya
oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan  Cuti untuk paling
lama   1   (satu)   tahun,   apabila  terdapat  kepentingan   dinas
mendesak.
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(2)    Hak   atas   cuti   tahunan   yang   ditangguhkan   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1),   dapat   digunakan   dalam   tahun
berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kelja termasuk
hak atas cuti tahunan dalam tahun ber].alan.

(3)    Dalam hal terdapat pNs yang telah menggunakan hak atas cuti
tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk
tahun beljalan, dapatditangguhkan      penggunaannya      oleh
Pejabat   Yang   Berwenang   Memberikan   Cuti   untuk   tahun
berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

(4)    Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (3)    dihitung   penuh   dalam   tahun
berikutnya.

Pasal 7
PNS  yang menduduki jabatan  guru  pada sekolah yang mendapat
liburan     menurut     peraturan     perundang-undangan,     berhak
mendapatkan cuti tahunan.

Bagian Ketiga
Cuti Besar

Pasal 8

(1)    PNS  yang telah  bekelja  paling  sin8kat  5  (lima)  tahun  secara
terus  menerus  berhak  atas  cuti  besar  paling  lama  3  (tiga)
bulan.

(2)    PNS yang menggunakan hak atas cuti  besar tidak berhak atas
cuti tahunan dalam  tahun yang bersangkutan.

(3)    PNS  yang  telah  menggunakan  hak  atas  cuti  tahunan  pada
tahun  yang  bersangkutan,  maka  hak  atas  cuti  besar  yang
bersangkutan  diberikan  dengan  memperhitungkan  hak  atas
cuti tahunan yang telah digunakan.

(4)    Ketentuan    paling    singkat    5    (lima)    tahun    sebagaimana
dimaksud   pada  ayat   (1),   dikecualikan   untuk  kepentingan
agama,  yaitu  menunaikan  ibadah  haji  pertana  kali  dengan
melampirkan jadwal keberangkatan/ kelompok terbang (kloter)
yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan haji.

(5)    PNS   yang  menggunakan   hak  atas   cuti   besar   dan   masih
mempunyai  sisa  hak  atas  cuti  tahunan  tahun  sebelumnya
maka   dapat   mengguna]ran   sisa   hak   alas   cuti   tahunan
tersebut.

(6)    Untuk   menggunakan   hak   atas   cuti   besar   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti melalui atasan langsung.

(7)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5)
memberikan   pertimbangan   berupa   menyetujui,   mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti.

(8)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti  dapat  memberikan  hak  atas  cuti  besar  secara  tertulis
dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.

(9)    Pemberian  hak atas cuti  besar  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan,
atau    menolak    pengajuan    cuti    dengan    memperhatikan
kekuatan I.umlah pegawal pada unit kelja yang bersangkutan.
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(10)  Contoh    format    permintaan    dan    pemberian    cuti    besar
sebagaimana dimaksud  pada ayat (5)  dan ayat (7)  tercantum
dalam  Lampiran  Huruf  8  angka  1  dan  Lampiran  Huruf  C
angka   2   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)    PNS yang menggunakan cuti  besar  kurang dari 3 (tiga) bulan
maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

(2)    Selama   menggunakan    hak   atas   cuti   besar,    PNS   yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.

(3)    Penghasilan    PNS    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (2)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Cuti Sakit

Pasal 10

(1)    PNs yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
(2)    PNS yang sakit  1  (satu) hari menyampaikan surat keterangan

sakit  kepada atasan  langsung balk  secara  tertulis  dan/atau
surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar  negeri
yang     memiliki     inn     praktek     yang     dikeluarkan     oleh
pejabat/ instansi yang berwenang.

(3)    PNS yang sakit lebih dari  1  (satu)  hari mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
melalui atasan langsung dengan melampirhan surat keterangan
dokter balk di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin
praldek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang belwenang.

(4)    PNS  yang  sakit lebih  dari  14  (empat belas)  hari  berhak  atas
cuti  sakit,  dengan ketentuan  bahwa PNS yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat
keterangan dokter pemerintah.

(5)    Dokter  pemerintah  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  4
merupakan    dokter    yang    bekeH.a    pada    unit    pelayanan
Kesehatan pemerintah.

(6)    Berdasarkan penyampaian surat sakit atau permintaan secara
tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),
Pejabat  Yang  Berwenang  Memberikan  Cuti  memberikan  hak
atas cuti sakit secara tertulis.

(7)    Dalam hal kondisi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {3), tidak
dimunghinhan untuk mengajukan permintaan secara tertufis maka
pengajuan  permintaan  dilakukan  oleh  atasan  langsung/Kepala
Peran9hat Daerah / Pelaksana Tugas / Pelaksana Harian.

(8)    Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling sedikit memuat pemyataan tentang perlunya diberikan
Cuti, 1amanya Cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

{9)    Cuti  sakit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {3)   diberikan
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(10)  Jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)  dapat
ditambah  untuk jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan
apabila diperlukan berdasarkan surat keterangan atau hasil uji
kesehatan  dari  Tim  Penguji  Kesehatan  yang  ditetapkan  oleh
Menteri   yang   menyelenggarakan   urusan   pemerintahan   di
bidang kesehatan.
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(11)  Pelaksanaan   uji   kesehatan   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat (10)  dapat dilakukan dalam rentang waktu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) .

(12)  Dalam  hal  tidak  sembuh  dari  penyakitnya  setelah  ditambah
jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10),  harus
diuji kembali kesehatannya oleh Tim Penguji Kesehatan.

(13)  Apabila   hasil   pengujian   kesehatan   sebagaimana   dimaksud
pada  ayat  (10)  dinyatakan  belum  sembuh  dari  penyakitnya
maka yang bersangkutan  diberhentikan  dengan  hormat  dari
jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14)  Kepala    Perangkat    Daerah    mengajukan    permintaan    uji
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9)  dan
ayat ( 10) melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi dibidang kepegawaian.

Pasal 1 1

(1)    PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit
untuk paling lama 1 I/2 (satu setengah) bulan.

(2)    Untuk menggunakan cuti  sakit sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1),   PNS  yang  bersangkutan   mengajukan   permintaan
secara  tertulis  kepada  Pejabat Yang  Berwenang  Memberikan
Cuti   melalui   atasan   langsung  dengan   melampirkan   surat
keterangan dokter atau bidan balk di dalam maupun di luar
negeri  yang   memilihi   izin   praktek  yang  dikeluarkan   oleh
pejabat/ instansi yang berwenang.

(3)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.

Pasal 12

(1)    PNS   yang   mengalami   kecelakaan   dalam   dan   oleh   karena
menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan
perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang
bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

(2)    Untuk menggunakan cuti  sakit sebagaimana dimaksud  pada
ayat  (1),   PNS  yang  bersangkutan  mengajukan  permintaan
secara  tertulis  kepada  Pejabat Yang  Berwenang  Memberikan
Cuti   melalui   atasan   langsung  dengan   melampirkan   surat
keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang
memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi
yang berwenang.

(3)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.

(4)    Dalam  hal  kondisi  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
tidak   dimung]dnkan   untuk   mengajukan   permintaan   secara
tertulis,  maka  pengajuan  permintaan  dilalflikan  oleh  atasan
langsung/ Kepala Peran8kat Daerah/ Pelaksana Tugas/ Pelaksana
Harian.

Pasal 13

Selama  menjalankan  cuti  sahit,  PNS  menerima  penghasilan
PNS.
Penghasilan   PNS    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat   (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 14

Contoh format permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal  10 ayat (2),  ayat (3),  ayat (4),  Pasal  11  ayat
(2) dan ayat (3), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam
Lampiran Huruf 8 angka 1 dan Lampiran Huruf  C  angka  3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Cuti Melahirkan

Pasal 15

(1)    PNS   berhak   atas   cuti   melahirkan   untuk   kelahiran   anak
pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.

(2)    Cuti  melahirkan     sebagaimana     dimaksud     pada  ayat  (1)
diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(3)    Dalam  hal  tertentu  PNS  dapat  mengajukan  permintaan  cuti
melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

(4)    Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  melahirkan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti melalui atasan langsung.

(5)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)
memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah
pengajuan cuti.

(6)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti  memberikan  hak  atas  cuti  melahirkan  secara  tertulis
dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.

(7)    Pemberian  hak atas  cuti  melahirkan  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (6)   dapat   berupa   menyetujui   atau   mengubah
pengajuan cuti.

(8)    Contoh  format  permintaan  dan  pemberian  cuti  melahirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dan ayat (5), tercantum
dalam  Lampiran  Huruf  8  angka  1  dan  Lampiran  Huruf  C
angka   4   yang   merupakan   bagian   tidak   texpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1)    Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, PNS diberikan
cuti besar dengan ketentuan sebagai berikut:
a.   permintaan Cuti tidak dapat ditangguhkan;
b.   mengesampingkan  ketentuan  telah bekelja paling  singkat

5 (lima) tahun secara terus-menerus;dan
c.   Iamanya  cuti  besar  tersebut  sama  dengan  lalnanya  cuti

melahirkan.
(2)    Untuk   menggunakan   hak   atas   cuti   besar   sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)  PNS yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti m€lalui atasan langsung.

(3)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah
pengajuan cuti.

(4)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)  Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti  dapat  memberikan  hak  atas  cuti  besar  secara  tertulis
dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.

8



(5)    Pemberian  hak  atas cuti  melahirkan  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (4)   dapat   berupa   menyetujui   atau   mengubah
pengajuan   cuti   dengan   memperhatikan   kekuatan  jumlah
pegawai pada unit keria yang bersangkutan.

(6)    Contoh    format    permintaan    dan    pemberian    cuti    besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dan ayat (4)  tercantum
dalam  Lampiran  Huruf  8  angka  1  dan  Larnpiran  Huruf  C
angka   2   yang   merupakan   bagian   tidak   texpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1)    Selama    menggunakan    hak    cuti    melahirkan,    PNS    yang
bersangkutan menerima penghasilan PNS.

(2)    Penghasilan    PNS    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenan
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 18

(1)    PNs berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a.  ibu,  bapak,  istri atau  suami,  anak,  adik,  kakak,  mertua,

atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
b.  salah  seorang  anggota  keluarga  sebagaimana  dimaksud

pada  huruf  a  meninggal  dunia  dan  menurut  peraturan
perundang-undangan    PNS    yang    bersangkutan    harus
mengurus    hak-hak    dari    anggota    keluarganya    yang
meninggal dunia; atau

c.  melangsungkan perkawinan.
(2)    Sakit keras   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1) huruf a

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap
dari unit pelayanan kesehatan.

(3}    PNS  laki-laki  yang  istrinya  melahirkan/operasi  caesar  dapat
diberikan  cuti  karena  alasan  penting  dengan  melampirkan
surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.

(4)    PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana
alam,  dapat  diberikan  cuti  karena  alasan  penting  dengan
melampirkan   surat   keterangan   paling   rendah   dari   Ketua
Rukun Tetangga.

(5)    Cuti  karena  alasan  penting  diberikan  paling  lama  1   (satu)
bulan.

(6)    Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  karena  alasan  penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sampai dengan ayat (5),
PNS   yang   bersangkutan   mengajukan   permintaan   secara
tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang  Memberikan  Cuti
melalui atasan langsung.

(7)    Pemberian hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (4),   dapat   berupa   menyetujui   atau
mengubah  pengajuan  cuti  dengan  memperhatikan  kekuatan
jumlah pegawai pada unit keria yang bersangkutan.

(8)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti karena alasan pending secara
tertulis     dengan     memperhatikan     pertimbangan     atasan
langsung.



(9)    Contoh format permintaan dan pemberian cuti karena alasan
penting  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  dan  ayat  (8)
tercantum  dalam  Ijampiran  Huruf 8  angka  1  dan  Lampiran
Huruf C  angka  5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1)    Dalam hal yang mendesak,  sehingga PNS yang bersangkutan
tidak    dapat    menunggu    keputusan    dari    Pejabat    Yang
Berwenarig Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat
PNS   yang   bersanghaitan   bekelja   dapat   memberikan   izin
sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas Cuti
karena alasan penting.

(2)    Pemberian   izin    sementara    sebagaimana   dimaksud    pada
ayat  (1),  wajib disampalkan  kepada Pejabat Yang  Berwenang
Memberikan Cuti.

(3)    Berdasarkan   izin   sementara   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat    (2),     Pejabat    Yang    Berwenang    Memberikan     Cuti
memberikan   hak  atas   cuti   karena  alasan  penting  secara
tertulis.

(4)    Contoh  format  izin  sementara  secara  tertulis  sebagaimana
dimaksud  dalam  pada  ayat  (1)  dan  pemberian  cuti  karena
alasan    penting    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (3),
tercantum dalam I+ampiran Huruf C angka 5 yang merupakan
bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1)    Selama  menggunakan  hak  atas  cuti  karena  alasan  penting,
PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

(2)    Penghasilan    PNS    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Cuti Bersama

Pasal 2 1

(1)    PNs berhak atas cuti bersama.
(2)    Ketentuan   mengenai   cuti  bersama   sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)    Cuti  bersama   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   tidak
mengurangi hak cuti tahunan.

(4)    PNS yang karena jabatannya   tidak   diberikan  hak atas cuti
bersama sebagalmana dimaksud pada ayat {1} maka hak atas
cuti tahunan ditambah dengan I.umlah cuti bersama yang tidak
diberikan.

(5)    Penambahan  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam tahun beljalan.

(6)    Ketentuan   penggunaan   hak  atas   cuti   tahunan   tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dikecualikan dalam hal
tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam
tahun beljalan.

(7)    Penambahan  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (6) dapat digunakan pada tahun berikutnya.
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Bagian Kedelapan
Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Pasal 22

(1)    PNS  yang  telah  bekeH.a  paling  singkat  5  (lima)  tahun  secara
terus-menerus  karena  alasan  pribadi  dan  mendesak  dapat
diberikan cuti di luar tanggungan negara.

(2)    Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(3)    Alasan  pribadi  dan  mendesak  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( 1) sebagai berikut:
a.   mengikuti      atau      mendampingi      suami/istri      tugas

negara/ tugas belajar di dalam/luar negeri;
b.   mendampingi suami/istri bekelja di dalaln/luar negeri;
c.   menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
d.   mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
e.   mendampingi      suami/istri/anak      yang      memerlukan

perawatan khusus; dan/ atau
f.    mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

(4)    Untuk  mengajukan  cuti  di  luar  tanggungan  negara  karena
alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf a  harus
melampirkan   surat  penugasan   atau   surat  perintah   tugas
negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.

(5)    Untuk  mengajukan  cuti  di  luar  tanggungan  negara  karena
alasan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b  harus
melampirkan surat keputusan      atau  surat penugasan/
pengangkatan dalam jabatan.

(6)    Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena a]asan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf
e, harus melampir]ran surat keterangan dokter spesialis.

(7)    Untuk  mengajukan  cuti  di  luar  tanggungan  negara  karena
alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf f harus
melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 23

(1)    Untuk mendapatkall cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
PPK disertai dengan alasan melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2)    Kepala    Perangkat    Daerah    sebagaimana    dimaksud    pada
ayat    (1),    memberikan    pertimbangan    berupa   menyetujui,
mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti.

(3)    Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan cuti di
luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ,
kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan      fungsi      dibidang      kepegawaian      disertai      dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)    Kepala  Perangkat Daerah yang mempunyai tugas  dan  fungsi
dibidang  kepegawaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),
memberikan   pertimbangan   berupa   menyetujui,   mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti kepada PPK.

(5)    Berdasarkan     permohonan     secara    tertulis     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (3)   dan   pertimbangan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4),   PPK   menga].ukan
permintaan persetujuan secara tertulis kepada Kepala Badan
Kepegawaian      Negara/Kepala      Kantor      Regional      Badan
Kepegawaian Negara yang dibuat rangkap 3 (tiga).
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(6)    Dalam hal  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan
secara   tertulis,   PPK   memberikan   hak   atas   cuti   di   luar
tanggungan negara secara tertulis.

(7)    Dalam hal Kepala Badan  Kepegawalan  Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan/menolak
permintaan    persetujuan    secara    tertulis,    PPK    menolak
permohonan cuti di luar tanggungan negara secara tertulis.

(8)    Contoh  format  permohonan   sebagaimana  dimaksud   dalam
pada ayat ( 1), permintaan sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (5), pemberian sebagaimana dimaksud pada  ayat (6), dan
penolakan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (7)  atas cuti  di
luar tanggungan negara tercantum dalam I,ampiran  Huruf 8
angka    1  dan  Lampiran  Huruf C  angka  6  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1)    PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara
untuk   jangka   waktu   paling   lama   3   (tiga)   tahun   dapat
dipelpanjang apabila  terdapat  alasan  pribadi  dan  mendesak
untuk mempelpanjang.

(2)    Jangka  waktu   perpanjangan   sebagaimana  dimaksud   pada
ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.

(3)    Untuk  perpanjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
PN S      yang      b e rsangku tan      mengaj u kan      permohon an
perpanjangan   secara   tertulis   kepada   PPK   disertai   dengan
alasan.

(4)    Permohonan perpanjangan  sebagaimana      dimaksud      pada
ayat (3), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di
luar tanggungan negara berakhir.

(5)    Berdasarkan     permohonan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud    pada   ayat    (3),    PPK   mengajukan    permintaan
persetujuan pelpanjangan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala  Kantor  Regional  Badan  Kepegawaian  Negara
yang dibuat rangkap 3 (tiga).

(6)    Dalam hal  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara memberikan persetujuan
perpanjangan  secara tertulis,  PPK memberikan  pelpanjangan
hak atas cuti di luar tanggungan negara secara tertulis.

(7)    Dalam hal Kepala Badan  Kepegawaian  Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara mengembalikan/ menolak
permintaan  persetujuan  pelpanjangan  secara  tertulis,   PPK
menolak permohonan  perpanjangan  Cuti  di luar  tanggungan
negara secara tertulis.

(8)    Contoh   format  permohonan   sebagaimana  dimaksud   dalam
pada ayat (3), perminfaan sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (5), pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  dan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(9)    atas   cuti   di   luar   tanggungan   negara   tercantum   dalam
Lampiran  Huruf 8  angka  2  dan  Lanpiran  Huruf C  angka 6
yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Pasal 25

(1)    PNS   yang   menjalankan   cuti   di   luar   tanggungan   negara
diberhentikan dari jabatannya.

(2)    Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi.
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Pasal 26

(1)    PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan  negara tidak
berhak menerima penghasilan PNS.

(2)    Jangka walchi  menjalankan  cuti  di  luar  tanggungan  negara
tidak diperhitungkan sebagai nasa kelja PNS.

Pasal 27

(1)    PNS wajib melaporkan diri secara tertulis kepada PPK apabila
telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

(2)    Batas  waktu   melaporkan   diri   secara  tertulis   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  paling  lama  1  (satu)  bulan  setelah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

(3)    PPK wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  kepada  Kepala  Badan
Kepegawaian      Negara/Kepala      Kantor      Regional      Badan
Kepegawaian   Negara   paling   lama   1   (satu)   bulan   setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

(4)    PPK    menetapkan    keputusan    pengaktifan    kembali    PNS
sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1),     berdasarkari
persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

(5)    Contoh  format  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pada
ayat    (1),    usulan    persetujuan   pengaktifan    kembali    PNS
sebagaimana  dimaksud  dalam  pada ayat  (3)  dan  keputusan
pengaktifan kembali PNS  sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat  (4),  tercantum  dalam  I,ampiran  Huruf C  angka  6  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1)    Dalam  hal  PNS  yang  telah  selesai  menjalankan  cuti  di  luar
tanggungan  negara  dan  melaporkan  diri,  tetapi  tidak  dapat
diangkat  dalam jabatan  pada  instansi  induknya,  disalurkan
pada instansi lain.

(2)    Penyaluran  pada  instansi  lain  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1),  dilakukan  oleh  PPK  setelah  berkoordinasi  dengan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3)    Koordinasi  PPK  dengan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara
dengan cara mengajukan permintaan penyaluran pegawai.

(4)    Dalam    hal    terdapat   jabatan    yang    lowong   berdasarkan
informasi   dari   Kepala   Badan   Kepegawaian   Negara,    PPK
mengajukan   permohonan   persetujuan   pengaktifan   kembali
kepada  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara/   Kepala  Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

(5)    Berdasarkan     persetujuan     Kepala     Badan     Kepegawaian
Negara/Kepala  Kantor  Regional  Badan  Kepegawaian  Negara,
PPK menetapkan  keputusan  pengaktifan  kembali  PNS  sesuai
].abatan yang tersedia.

(6)    PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama  1
(satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(7)    PNS    yang    diberhentikan    dengan    hormat    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (6)  diberikan  hak  kepegawaian  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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{8)    Contoh   format  pengajuan   permintaan   penyaluran   pegawai
sebagaimana  dimaksud  dalam  pada  ayat  (3),   permohonan
persetujuan   pengaktifan   kembali   sebagaimana   dimaksud
dalam  pada  ayat  (4),  dan  Keputusan  pengaktifan  kembali
sebagaimana  dimaksud   dalam  pada  ayat  {5)   sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf C angka 6 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

(1)    PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka
waktu  paling lama  1  (satu)  bulan  sejak  selesai  menjalankan
cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)    PNS    yang    diberhentikan    dengan    hormat    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  diberikan  hak  kepegawaian  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BJne  IV
CUTI CALON PNS

Pasal 30

(1)    Setiap calon pNs berhak mendapatkan cuti.
{2)    Jenis  Cuti  Calon  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

terdiri atas:
a.   cuti tahunan;
b.   cuti sakit;
c.   cuti melahirkan;
d.   cuti karena alasan penting; dan
e.   cuti bersama.

(3)    Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.
(4)    PPK     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (3)      dapat

mendelegasikan  sebagian  wewenangrrya  untuk  memberikan
Cuti.

(5)    Ketentuan   mengenai   cuti   tahunan,       cuti       sakit,    cuti
melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti bersama bagi
PNS berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.

(6)    Pendelegasian   wewenang   sebagaimana      dimaksud      pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan
bagian tidak teapisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
CUTI PPPK

Bagian Kesatu
Jenis Cuti PPPK

Pasal 3 1

(1)    Setiap pppK berhak mendapatkan cuti.
(2)    Jenis  Cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bagi  PPPK

terdiri atas:
a.   cuti tahunan;
b.   cuti sakit;
c.   cuti melahirkan;dan
d.   cuti bersana.

(3)    Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPK.
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(4)    PPK     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (3)      dapat
mendelegasikan  sebagian  wewenangnya  untuk  memberikan
Cuti.

(5)    Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagaimana   tercantum   dalam   hampiran   Huruf   A   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Cuti Tahunan

Pasal 32

(1)    PPPK yang telah  bekelja paling  sedikit  1  (satu)  tahun  secara
terus menerus berhak atas cuti tahunan.

(2)    Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari keria.

(3)    Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), PPPK yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti melalui atasan langsung.

(4)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
memberikan   pertimbangan   berupa   menyetujui,   mengubah,
menangguhkan, atau menolak pengajuan Cuti.

(5)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti tahunan secara tertulis dengan
memperhatikan pertimbangan atasan langsung .

(6)    Pemberian hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan,
atau    menolak    pengajuan    Cuti    dengan    memperhatikan
kekuatan jumlah pegawai pada unit kelja yang bersangkutan.

(7)    PPPK yang menjalankan cuti tahunan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)   tetap  menerima  penghasilan   sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)    Hak atas cuti tahunan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat
digunakan  dalam  tahun  berikutnya  untuk  paling  lama   18
(delapan belas) hari kelja termasuk cuti tahunari dalam tahun
beljalan bagi PPPK yang memiliki masa peljanjian kelja di atas
2 (dua) tahun.

(9)    Hak atas cuti tahunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang tidak digunakan 2   (dua) tahun atau lebih berturut-turut
dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama
24  (dua  puluh  empat)  hari  keria  termasuk  hak  atas  cuti
tahunan    dalam    tahun    beljalan  bagi  PPPK yang  memiliki
masa perianjian kelja di atas 3 (tiga) tahun.

(10)  Hak atas cuti tahunan  senagalmana dimaksud  pada ayat  (8)
diberikan  bagi yang memiliki  masa pen.anjian  kelja diatas  2
(dua) tahun.

(11)  Hak atas cuti tahunan  senagaimana dimaksud  pada ayat  (9)
diberikan  bagi yang memiliki  nasa peljanjian  kelja diatas  3
(tiga) tahun.

(12)  PPPK   berhak   atas   cuti   tahunan   dengan   mengecualikan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal:
a.   ibu, bapak, istri/suami, anak dan/atau mertua sakit keras

atau meninggal dunia;
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b.   salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf
a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus
hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau

c.   melangsungkan perkawinan pertama.
(13)  Sakit keras   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat (14) huruf a

dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap
dari unit pelayanan kesehatan.

(14)  Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
paling lama 6 (enam) hari keba.

(15)  Dalam  hal  PPPK  telah  bekelja  paling  sedikit  1  (satu)  tahun
secara  terus  menerus  dan  telah  mengambil  cuti  tahunan
karena  alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  maka
mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

(16)  Contch   format  permintaan  dan  pemberian   Cuti   sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)  teroantum dalam Lanpiran
Huruf 8 an9ha 1 dan Lanpiran Hurmf C an9ha 1 yang merupakan
baedan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1)    PPPK   yang   menduduki  jabatan   guru   pada   sekolah   yang
mendapat    liburan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan,  disamakan  dengan  PPPK  yang  telah
menggunakan hak cuti tahunan.

(2)    Liburan   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   merupakan
liburan  pada  saat  akhir  semester  sesuai  dengan  kalender
akademik.

Bagian Ketiga
Cuti Sakit
Pasal 34

(1)    Setiap pppK yang sakit berhak atas cuti sakit.
(2)    PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan

sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain
yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(3)    PPPK  yang  sakit  lebih  dari  1  (satu)  hari  sampai  dengan  14
(empat belas) hari dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat
Yang  Berwenang  Memberikan  Cuti  melalui  atasan  langsung
dengan melampirkan surat keterangan dokter.

(4)    PPPK yang  menderita  sakit  lebih  dari  14  (empat  belas)  hari,
dengan ketentuan PPPK yang bersan8kutan harus mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan     Cuti     melalui     atasan     langsung     dengan
melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

(5)    Surat keterangan dokter sebagaimana dinaksud pada ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4), paling sedikit memuat pemyataan tentang perlunya
diberikan cuti, 1amanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

(6)    Jangka  waktu  pemberian  hak  atas  cuti  sakit  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  paling lama 1 (satu) bulan.

(7)    PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  dilakukan  pemutusan
hubungan peljanjian kelja.

(8)    Berdasarhan  permintaan  secara tertulis  sebagairrrma dimaksud
pada ayat (3) dan ayat {4}, Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti  memberi]ran  hak  atas  cuti  sakit  secara  tertuHs  dengan
memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
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(9)    Dalam hal kondisi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan    ayat    (3)    tidak    dimungkinkan    untuk    mengajukan
permintaan   secara   tertulis,   maka   pengajuan   permintaan
dilakukan oleh atasanlangsung/ Kepala  Perangkat
Daerah/ Pelaksana Tugas/ Pelaksana Harian.

Pasal 35

(1)    PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit
paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.

(2)    Untuk  menggunakan  cuti  sakit  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1),  PPPK  mengajuhan  permintaan  secara  tertufis  kepada
Pejabat   Yang   Berwenang   Memberihan   Cuti   melalui   atasan
langsung  dengan  melampirkan  surat  keterangan  dokter  atau
bidan  baik di dalam maupun  di luar negeri yang memiliki izin
praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(3)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti sa]dt secara tertulis.

Pasal 36

(1)    PPPK yang mengalami  kecelakaan  kelja  dan  perlu  mendapat
perawatan, berhak atas  cuti sakit sampai dengan berakhirnya
masa hubungan perianjian kelja.

(2)    Untuk menggunakan  cuti  sakit  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),  PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada
Pejabat  Yang  Berwenang  Memberikan   Cuti  melalui  atasan
langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di
dalam maupun di  luar  negeri yang memiliki izin praktek yang
dikeluarkan oleh pejabat/ instansi yarig berwenang.

(3)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti memberikan hak atas cuti sakit secara tertulis.

(4)    Dalam hal kondisi pppK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dimungJdnhan untLik mengaj.ukan permintaan secara tertufis maka
pengajuan  permintaan  dilakukan  oleh  atasan  langsung/Kepala
Peran8hat Daerah / Pelaksana Tugas / Pelalrsana Harian.

Pasal 37

(1)    Selama   menggunakan   hak   atas   cuti   sakit,    PPPK   tetap
menerima penghasilan.

(2)    Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Contoh  format permintaan  dan  pemberian  cuti  sa]at  sebagaimana
dimaksud dalaln Pasal 34 ayat (3),  ayat (4),  dan ayat (8),  Pasal 35
ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 36 ayat (2)  dan ayat (3), tercantum
dalam Lampiran Huruf 8 ang`ka  1  dan Lanpiran Huruf C angka 3
yang merupakan bagian tidak terpisahhan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Cuti Melahirkan

Pasal 39

(1)    PPPK  berhak  atas  cuti  melahirkan  untuk  kelahiran  anak
pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga terhitung sejak
berstatus sebagai PPPK.
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(2)    Cuti    melahirkan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
diberikan` paling lama 3 (tiga) bulan.

(3)    Dalam hal tertentu  PPPK dapat mengajukan permintaan  cuti
melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.

(4)    Untuk  menggunakan  hak  atas  cuti  melahirkan  sebagalmana
dimaksud pada ayat ( 1) , PPPK yang bersangkutan mengajukan
permintaan  secara  tertulis  kepada  Pejabat  Yang  Berwenang
Memberikan Cuti melalui atasan langsung.

(5)    Atasan   langsung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4),
memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mengubah
pengajuan Cuti.

(6)    Berdasarkan     permintaan     secara     tertulis     sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) , Pejabat Yang Berwenang Memberikan
Cuti  memberikan  hak  atas  cuti  melahirkan  secara  tertulis
dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.

(7)    Pemberian  hak  atas  cuti  melahirkan  sebagaimana  dimaksud
pada   ayat   (6),   dapat  berupa   menyetujui   atau   mengubah
pengajuan   cuti   dengan   memperhatikan   kekuatan   jumlah
pegawai pada unit kelja yang bersangkutan.

(8)    Contoh  format  permintaan  dan  pemberian  cuti  melahirkan
sebagaimana  dimaksud  dalam  pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5),
tercantum  dalam  Lanpiran  Huruf 8  angka  1  dan  Lampiran
Huruf C  angka 4  yang merupakan  bagian  tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1)    Selama   menggunakan   hak   cuti   melahirkan,    PPPK   yang
bersangkutan menerima penghasilan.

(2)    Penghasilan   sebagaimana       dimaksud       pada       ayat   (2)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Cuti Bersama

Pasal 4 1

(1)    PPPK berhak atas cuti bersama.
(2)    Ketentuan  mengenai  cuti  bersama  sebagrinana  dinaksud  pada

ayat ( 1) mengaou pada ketentuan perafuran perundang-undangan.
(3)    Cuti  bersama   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   tidak

mengurangi hak cuti tahunan.
(4)    PPPK yang  karena jabatannya tidak diberikan  hak  atas  cuti

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak atas
cuti tahunan ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak
diberikan.

(5)    Penambahan  hak  atas cuti  tahunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4), hanya dapat digunakan dalam tahun beljalan.

(6)    Ketentuan   penggunaan   hak  atas  cuti   tahunan   tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dikecualikan dalam hal
tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam
tahun berialan.

(7)    Penambahan  hak  atas  cuti  tahunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (6) dapat digunakan pada tahun berikutnya.
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BAB VI
PENDOKUMENTASIAN

Pasal 42

Dokumen pelaksanaan Cuti didokunentasihan Perangkat Daerah.
Kepala   Perangkat    Daerah   wajib    menyampaikan    laporan
pelaksanaan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada
Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan
fungsi dibidang kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1)    PNS, Calon PNS dan PPPK yang sedang menggunakan hak atas
cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti
bersama dapat dipanggil kembali bekeria apabila kepentingan
dinas mendesak.

(2)    Dalam   hal   PNS,   Calon   PNS   dan   PPPK   dipanggil   kembali
bekeria,  jangka  waktu   Cuti  yang  belum   dijalankan   tetap
menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Pasal 44

(1)    Hak  atas  cuti  tahunan,     cuti     besar,     cuti     sakit,   cuti
melahirkan dan cuti karena alasan penting bagi PNS atau cuti
tahunan,  cuti  sakit, cuti melahirkan  dan cuti karena alasan
penting bagi Calon PNS atau   cuti   tahunan,   cuti   sakit   dan
cuti melahirkan bagi PPPK, yang akan dijalankan di luar negeri
atau untuk pergi  ke luar negeri diberikan oleh PPK.

(2)    Dalam hal yang mendesak sehingga PNS, Calon PNS atau PPPK
yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang tertinggi di
tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara
tertulis untuk menggunakan Cuti.

(3)    Pemberian    izin    sementara   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat (2) harus segera diberitahukan kepada PPK.

(4)    Berdasarkan   pemberitahuan   sebagaimana   dimaksud   pada
ayat (3) PPK memberikan hak afas Cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) .

Pasal 45
Dalam hal pemberian Cuti merupakan kewenangan PPK dan tidak
didelegasikan,  permohonan  permintaan  cuti  disampaikan  melalui
Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1)    PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara
pada   saat  diberlakukannya   Peraturan   Bupati   ini,   setelah
selesal  menjalankan  cuti  di  luar  tanggungan  negara  wajib
melaporkan   diri   secara   tertulis   kepada   PPK   paling   lama
1   (satu)   bulan   setelah   selesal   menjalankan   cuti   di   luar
tanggungan negara.
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(2)    PNS yang  telah  selesai  menjalankan  cuti  di  luar tanggungan
negara   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   telah
diaktifl€an   kembali   sebagai   PNS   dapat   mengajukan   cuti
tahunan  apabila  telah  bekerja  secara  terus-menerus  paling
singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifl{an kembali sebagai PNS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
padaTanggal 25  Januari  2023

BUPATI SURAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 25  Januari  2023

SEKRFTARIS DAERAH
RABUPATEN SURAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH RABUPATEN SURAMARA TAHUN 2023 NOMOR  3

Salinan se
KEPA,IA

`P,P.ng4 PUT

NIFi?v_,¥-I
`-`-i---

rfu, s.H., M.H.'`~2002121004
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8.     Contoh Format permintaan cuti
1.     Permintaan cuti

Sukamara,..............

Kepada :
Yth.
di

PERMINTAAN CUTI
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nama           .
NIP.
J abatan      .
UnitKelja    :          .........
Masa Kelja :          . . . . . . . . .

11.      JENIS CUTI
..................................................................................            (Oufitcth]j,ncun/cu;fibesar/cu;fisa:hi:i/cu:fimelahiiha:n/cu:fiharenaahascm

peITit:ng / cu;fi diha;r to;ng_gi±n±r±n±Bgrg:1

Ill. ALASAN CUTI

IV.  LAMANYA CUTI
Selal][La . . . . . . . . . . . . . ha;ri kerja/ hart kalender/ bulan/tahun, mulal tanBgal
. . . . . . . . . . . . .  sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

V.     CATATAN CUTI
1.     cutitahunan

Tahun                            Sisa Keterangan
N-2........hari
N- 1                                        . . . . . . . .  hari
N........hari

2.     cutibesar
3.     cutisakit
4.     cuti melahirkan
5.     cuti karena alasan penting
6.     cuti di luar tanggungan negara

VI.   ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

Hormat Saya,•....................(mama) NIP .

..........(par:fnghat/Ctolorngcmrucmg)

VII. PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
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Disetujui . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oabatan Alasan
Perubahan Langsung)•....................(nc-a
Ditangguhkan
Tidak disetuj ui
Alasan:

/NIP......................(apabha,    perubctha;n/ ..........too;ngha±/Gofonga;nru,a:ng)di±anggu,hka;n/ tidak ctisetwgivi)
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2.     Permintaan perpanjangan cuti Di Luar Tanggungan Negara
•.................,..,,,,,,,,,,,,.,,

Kepada :

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIP

Pangkat/Golongan Ruang    :
J abatan                                  :
Unit Kelja                                   :

Memberitahukan    dengan    hormat,    bahwa    cuti    di    luar
tanggungan  negara yang  sedang  saya jalankan  berdasarkan
Keputusan...........Nomor...........tanggal.................akan
berakhir tanggal ........

Sehubungan dengan ............

maka  dengan  ini  saya  mengajukan  permintaan/permohonan
peapan].angan cuti di luar tanggungan negara tersebut selama
......... terhitung mulai tanggal ....... sampai dengan tanggal ........

Selama menjalankan  cuti di luar tanggungan  negara  alamat
saya adalah di

Demikianlah    permintaan    ini    saya    buat    untuk    dapat
dipertimbangkan sebagaimana me stinya

Hormat saya,
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C.     Contoh Format pemberian cuti
1.     Contoh Format pemberian cuti Tahunan

a.     Pemberian    Cuti   Tahunan    Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BUPATI SURAMARA

......,............(tom;paid,cmtcunggal)

PEMBERIAN CUTI TAHUNAN
Nomor :

I.         DATA PEGAWAI
N ana             :
NIP:
J abatan         .
Unit Keria                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MasaKelja      :           ......................

11.        ALASAN CUTI

Ill.      LAMArurA CuTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kelja mulai tanggal . . . . . . . . . . . . .
sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.      CATATAN CUTI TAHUNAN
Sisa tahun berjalan                :................hari ker].a
Sisa 1 (satu) tahun sebelumnya : . . . . . . . . . hari keria
Sisa 2 (dua) tahun sebelumnya : . . . . . . . . . hari ken.a

V.       ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.      PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.     KEPUTUSAN      PEJABAT      YANG
BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI
Disetujui Bupati Sukanara.....................(rrama)
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui
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b.     Pemberian    Cuti   Tahunan    Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti Sekretaris Daerah

KOP PBRANGKAT DAERAI±

•.........      (tempat
da:n tcmggal)

PEMBERIAN CUTI TAHUNAN
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP
Jabatan
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Keria                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

Ill.    LAMANYA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . .  hari  kelja  mulai  tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI TAHUNAN
Sisa tahun beljalan                      :..............hari kelja
Sisa 1  (satu) tahun sebelumnya . . . . . . . . . . . . . . :   hari
keria
Sisa 2 (dua) tahun sebelumnya . . . . . . . . . . . . . . . :   hari
kelja

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui a.n Bupati
Perubahan Sukanara
Ditangguhkan Sekretaris Daerah•....................(rLam
Tidak disetujui

cly NIP.

•.........toangha±/Gotongan
runno)
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C. Pemberian    Cuti   Tahunan    Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti Asisten Administrasi Umum dan Kepala
Perangkat   Daerah   {Sekretaris   DPRD,   Badan,   Dinas,
Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)

KOP PERANGKALT DAERAH

.........,...........(tern;patdantanggal)

PEMBERIAN CUTI TAHUNAN
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana                                              .
NIP....
Jabatan
Unit Kelja                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Keria        .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

Ill.    LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . .  hari  keria  mulai  tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI TAHUNAN
Sisa tahun beljalan                  :................hari keria
Sisa 1 (satu) tahun sebelumnya. . . . . . . . . . . . . :    hari kelja
Sisa 2 (dua) tahun sebelumnya.............:    hari kelja

V.      ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN       PEUABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui Kepala,•....................(nam
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui

cl/ NIP.

•.........too:ngha±/Gotongan
ruang)
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2.     Contoh Format pemberian cuti Besar

a.     Pemberian     Cuti     Besar     Pejabat    Yang     Berwenang
Memberikan Cuti Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati

BUPATI SUKAMARA

..........      (tempat
dcm tcrmggal)

PEMBERIAN CUTI BESAR
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana.......................

NIP.......

Jabatan......................
Unit Kelja           .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kerja                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

Ill.   LAMArurA CuTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampal dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI BESAR
Telah mengambil cuti besar sebelumnya tahun

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

VII.   KEPUTUSAN      PEUABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui Bupati Sukanara.....................(rrama)

I          Pe ru bahan
I          D itan ggu h kan

Tidak disetujui
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b.     Pemberian     Cuti     Besar     Pejabat     Yang     Berwenang
Memberikan Cuti Sekretaris Daerah

HOP PERANGKA:I DAERAH

.........,............       (tern,pat      d,an,
tcmggal)

PEMBERIAN CUTI BESAR
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
N rna             .
NIP:
Jabatan
Unit Ker].a                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kerja        .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI BESAR
Telah mengambil cuti besar sebelumnya tahun

V.     ALAMAT SELAMA MENJAIANRAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIRAN CUTI
Disetujui a.n Bupati
Perubahan Sukanara
Ditangguhkan Sekretaris Daerah•....................froam
Tidak disetujui

a' NIP.

•.........tea:ngkat/Galongan
rua,no)
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3.     Contoh Format Pemberian Cuti Sakit I,ebih Dari  1  (Satu) Hari
bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil atau Cuti
Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari bagi Pegawai Pemerintah
dengan Periarijian Kelja
a.     Pemberian  Cuti  Sakit  Lebih  Dari  1  (Satu)  Hari    Pejabat

Yang   Berwenang   Memberikan   Cuti   Pejabat   Pembina
Kepegawaian/Bupati

BUPATI SURAMARA

.........,...........(tern;patdantcmggal)

PEMBERIAN CUTI SAKIT
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP
J abatan          .
Unit Kelja           .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kelja

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANYA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI SAKIT
Merupakan perpanjangan atau telah mengambil
cuti sakit        dalarn  tahun     beljalan

selama hari
kalender mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai dengan
tan88al
. . . . . . . . . berdasarkan Surat Pemberian Cuti Sakit
Nomor
. . . . . . . .  tertaLn8gal  . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIRAN CUTI
Disetujui Bupati Sukanara.....................(Trama)
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui
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b.     Pemberian   Cuti   Sakit   Lebih   Dari   1   (Satu)   Hari   bagi
Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil atau Cuti
Sakit   lebih   dari   14   (empat  belas)   hari   bagi   Pegawai
Pemerintah    dengan    Perianjian    Kelja    Pejabat    Yang
Berwenang Memberikan Cuti Sekretaris Daerah

KOP PERANGRAT DABRAH

.........,............       (tern;pat      d,a;n
tonggal)

PEMBERIAN CUTI SAKIT
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MasaKelja        :           ......................

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMArvA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI SAKIT
Merupakan perpanjangan atau telah mengambil
cuti sakit dalam tahun beljalan selama hari
kalender mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai dengan
tanggal . . . . . . . . . berdasarkan Surat Pemberian Cuti
Sakit Nomor . . . . . . . . tertanggal . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG MEMBERIRAN CUTI

Disetujui a.n Bupati
Perubahan Sukanara
Ditangguhkan Sekretaris Daerah...............(rrama)
Tidak disetujui

NIP.
•.........too:ngha±/Gofongcm

runng)
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C- Pemberian   Cuti   Sakit   Lebih   dari   1   (Satu)   Hari   bagi
Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil atau Cuti
Sakit sampai dengan  14 (empat belas) hari bagi Pegawai
Pemerintah    dengan    Peljanjian    Kelja    Pejabat    Yang
Berwenang Memberikan Cuti Asisten Administrasi Umum
dan  Kepala Perangkat Daerah  (Sekretaris  DPRD,  Badan,
Dinas, Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong FTaja)

KOP PERANGKA;I DAERAH

.........,............       (tern,pat      d,an,
tcnggal)

PEMBERIAN CUTI SAKIT
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MasaKer].a      .

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI SAKIT
Merupakan perpanjangan atau telah mengambil
cuti sakit dalam tahun beljalan selama hari
kalender mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai dengan
tanggal . . . . . . . . . berdasarkan Surat Pemberian Cuti
Sakit Nomor . . . . . . . . tertanggal . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEUABAT       YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Disetujui Kepala'•....................(nam
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui

a' NIP.

..........tocmgha±/Gotongan
ruano)
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4.     Contoh Format pemberian cuti Melahirkan

a.     Pemberian   Cuti   Melahirkan   Pejabat  Yang   Berwenang
Memberikan Cuti

BUPATI SURAMARA

.........,...........  (Gem,pat dan tcrmggal)

PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP.
Jabatan
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kelja                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

salnpai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI MELAHIRKAN
Untuk kelahiran  anak  ke  . . . . . . . . . . . . .   (maksimal
untuk
kelahiran anak ke 3)

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANRAN CUTI

11

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Disetujui Bupati Sukamara.....................(mama)
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui
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b.     Pemberian   Cuti   Melahirkan   Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti Sekretaris Daerah

HOP PE;RANGKAT DAERAH

.........,............       item,:pat      d,an,
tcmggal)

PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nama                .
NIP
Jabatan
Unit Ker].a           .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kelja         .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

®,,,,®®,,sampaidengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI MELAHIRKAN
Untuk kelahiran  anak  ke  . . . . . . . . . . . . .  (maksimal
untuk
kelahiran anak ke 3)

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

11

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEUABAT       YANG
BERWENANG MEMBERIRAN CUTI

Disetujui a.n Bupati
Perubahan Sukanara
Ditangquhkan Sekretaris Daerah•....................(Tram
Tidak disetujui

a' NIP.

•.........tea:ngha±/Galorvgcm
ruang)
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C. Pemberian   Cuti   Melahirkan   Pejabat   Yang   Berwenang
Memberikan Cuti Asisten Administrasi Umum dan Kepala
Perangkat   Daerah   (Sekretaris   DPRD,    Badan,   Dinas,
Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)

KOP PERANGKALT DAERAH

.........,............       (tern;pat      d,an,
tcunggal)

PEMBERIAN CUTI MELAHIRRAN
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP
Jabatan
Unit Kerja           .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kerja        .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

11

Ill.   LAMANYA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . , .

IV.    CATATAN CUTI MELAHIRKAN
Untuk kelahiran  anak  ke  . . . . . . . . . . . . .   (maksimal
untuk
kelahiran anak ke 3)

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEUABAT       YANG
BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Disetujui Kepala'•....................(roam
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetujui

a' NIP.

•.........toangha±/Gotongan
ruano)
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5- Contoh Format Pemberian Cuti Karena Alasan Penting
a.     Pemberian   Cuti   Karena  Alasan   Penting  Pejabat  Yang

Berwenang      Memberikan      Cuti      Pejabat      Pembina
Kepegawaian/Bupati

BUPATI SURAMARA

.........,...........{tem;patdcmto;nggal)

PEMBERIAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP.
Jabatan
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kelja                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

Ill.   LAMArvA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hard kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
Telah  mengambil  cuti  dalam  tahun  beljalan
selama
. . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai
dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN       PFWABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui Bupati Sukamara.....................(rrama)
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetuj ui
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b. Pemberian   Cuti   Karena   Alasan   Penting   Pejabat  Yang
Berwenang Memberikan Cuti Sekretaris Daerah

Kop pERANaKALT DAERAH

.........,............      (tom,:pat      da;n
twggal)

PEMBERIAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
Nana
NIP
Jabatan
Unit Ken.a                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Ken.a                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASANCUTI

Ill.   LAMANIA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI RARENA ALASAN PENTING
Telah  mengambil  cuti  dalam  tahun  beljalan
selana
. . . . . . . . . . . . . hard kalender, mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai
dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PEJABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui a.n Bupati
Perubahan Sukanara
Ditangguhkan Sekretaris Daerah•....................(Tram
Tidak disetujui

a' NIP.

..........toanghal/Gctonga;n
runng)
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C. Pemberian   Cuti   Karena  Alasan   Penting  Pejabat  Yang
Berwenang Memberikan Cuti Asisten Administrasi Umum
dan Kepala Perangkat Daerah  (Sekretaris DPRD,  Badan,
Dinas, Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja)

KOP PBRANGKA;I DAERAH

•.....................       ftem;pat      d,a;n
tcmggal)

PEMBERIAN CUTI RARENA ALASAN PENTING
Nomor :

I.       DATA PEGAWAI
N rna             .
NIP.
\Jabatan                                             ...
Unit Kelja                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Masa Kerja                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.      ALASAN CUTI

Ill.   LAMANYA CUTI
Selama . . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal

sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

IV.    CATATAN CUTI KARENA ALASAN PENTING
Telah  mengambil  cuti  dalarn  tahun  beljalan
selana
. . . . . . . . . . . . . hari kalender, mulai tanggal . . . . . . . . . . . sampai
dengan tanggal . . . . . . . . . . . . .

V.     ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI

VI.    PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG
Telah disetujui tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII.   KEPUTUSAN      PELABAT       YANG
BERWENANG

MEMBERIKAN CUTI
Disetujui Kepala,•....................(ram
Perubahan
Ditangguhkan
Tidak disetuju.

cl' NIP.

•.........tocmgha±/GotorLgan
runng)
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d.     Pemberian lzin sementara cuti Karena Alasan penting

HOP PERANGKAT DAERAI1

.........,.......... (tern;pat dan tanggal)

IZIN SEMENTARA PELAKSANRAN CUTI
RARENA ALASAN PENTING

Nomor :

1.     Diberikan  izin  sementara untuk melaksanakan  cuti
karena alasan  penting kepada Pegawai  Negeri  Sipil:
Nama
NIP

Pangkat/ golongan ruang :
Jabatan
Unit Kelja

Selama .............. hari, terhitung mulai tanggal .......

sampai dengan tanggal ..........., dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.     sebelum    menjalankan    cuti    karena    alasan

penting,    wajib    menyerahkan    pekerjaannya
kepada  atasan  langsungnya  atau  pejabat  lain
yang ditunjuk; dan

b.     setelah selesai menjalankan cuti karena alasan
penting,  wajib  melaporkan  diri  kepada  atasan
langsungnya dan bekelja kembali sebagaimana
biasa.

2.     Demikian izin sementara melaksanakan cuti karena
alasan  penting  ini  dibuat  untuk  dapat  digunakan
sebagaimana mestinya.

Kepala'

•....................(Tram

cl/ NIP.
®,,,,,,,,,,

..........tocmgha±/Gctongcm
ruano)
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6.     Contoh Format pemberian cuti Di Luar Tanggungan Negara
a.     Permohonan   Persetujuan   Cuti   Di   Luar   Tanggungan

Negara

PERSETUJUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
PEMERINTAII KABUPATEN SURAMARA

Nana
NIP ®®,,,1,,,,,,,®,,,®,®®,,,,®,

Pangkat/ Golongan  Ruang
Jabatan
Unit Keria
Masa    kelja    golongan   pada . . . . . .  tahun . . . . . . . . .  bulan
tanggal..............
Gaji pokok ®,,,,,~,,,®,,,,,

Telah   bekelja   secara   terus Tanggal......Bulan......
menerus      sebagai      Pegawai Tahun.........
Negeri Sipil sejak
Alasan permintaan cuti
Lananya cuti
Nomor     Persetujuan

Kepala Badan
Kepegawaian Negara
Wilayah pembayaran

Ditetapkan di  ..................

Pada tanggal  ...................

A.N KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

.....................(Tva;rna)

NIP.
..........tocungkat/GckirvgcLn
ruano)

41

BUPATI SURAMARA

.....................(rvama)



b.     Keputusan pemberian cuti Di Luar Tanggungan Negara

BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SURAMARA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

ATAS NAMA                           NIP.

BUPATI SURAMARA

Menimbang :  a. Bahwa berdasarkan permintaan/ permohonan
cuti diluar tanggungan negara NIP ................
tanggal.............................................dan

persetujuan     Kepala     Kantor     Regional  VIII
Badan  Kepegawaian  Negara         Banjarmasin
Nomor tanggal

Men8ingat :

......    yang    bersangkutan    telah    memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan;

b.       b ahwa       berd asarkan       p e rtimb an gan
sebagaimana   dimaksud   dalam   huruf   a,
perlu menetapkan Keputusan .......  Bupati
tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan
NegaraAtasNama ..................  NIP.      ;

1.     Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2002
tentang    Pembentukan        Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan ,Kabupaten
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Sukamara,       Kabupaten       Lanandau ,
Kabupaten    Gunung    Mas,    Kabupaten
Pulau   Pisau,   Kabupaten  Murung  Raya
dan  Kabupaten  Barito Timur di provinsi
Kalimantan Tengah;

2.      Undang-Undang  Nomor   5  Tahun   2014
tentang Aparatur Sipil Negara;

3.      Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
ten tan g           Peme rim tah an           D ae rah
sebagaimana     telah     diubah     terakhir
dengan Undang-Undang Nomor  1  Tahun
2022     tentang     Hubungan     Keuangan
Antara        Pemerintah        Pu sat        d an
Pemerintahan Daerah;

4.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun
2021    tentang   Disiplin   Pegawal   Negeri
Sipil       (Lembaran      Negara      Republik
Indonesia  2021   Nomor  202,  Tambahan
lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 6718) ;

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun
2020;

6.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun
2018      tentang     Manajemen      Pegawai
Pemerintah  dengan Peljanjian Kelja;

7.      Peraturan   Badan   Kepegawaian   Negara
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian    Cuti    Pegawai    Negeri    Sipil
sebagaimana     telah     diubah     dengan
Peraturan   Badan   Kepegawaian   Negara
Nomor 7 Tahun 2021 ;
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Memutuskan :

Menetapkan
KESATU     : Memberikan    cuti    di    luar    tanggungan

negara kepada Pegawai Negeri Sipil:
Nana
NIP.

Pangkat/Golongan Ruang :    ...............

Jabatan
Unit Kelja
Masa Ken.a Golongan
bulan

:    ...tahun  ....

pada tanggal ............

Masa Keria Golongan          :    ... tahun ....

Bulan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya

KEDUA    :    Jangka   waktu    pemberian    cuti    di    luar
tanggu n gan         ne gara         sebagaiman a
dimaksud pada Diktum KESATU selama
.....   tahun   terhitung   mulai   tanggal   .....
sampai dengan tanggal .........

KETIGA : Selama  menjalankan  cuti  di  luar tanggungan
negara,  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana
dimaksud   pada   Diktum   KESATU   tidak
berhak   menerima   penghasilan   Pegawai
Negeri   Sipil   dan   tidak   diperhitungkan
sebagai nasa kelja Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT:     Setelah    jan8ka     waktu     cuti     di     luar
tanggungan negara berakhir, Pegawai Negeri
Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum
KESATU    wajib    melaporkan    diri    secara
tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.
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KELIMA  : Apabila  tidak  melaporkan  diri  tepat  pada
waktu nya ,        Pe gawai        N e ge ri        S ip il
sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum
KESATU    diberhentikan   dengan   hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai
Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum   KESATU   untuk   diketahui   dan
dipergunakan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA

...............(rvanataapagelar)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.     Kepala     Badan     Pemeriksa     Keuangan     Republik

Indonesia di Jakarta.
2.     Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3.     Direktur       Jenderal       Perbendaharaan       Negara

Kementerian Keuangan.
4.     Deputi      Bidang      Mutasi      Kepegawaian      Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
5.     Deputi Bidang sistem lnformasi Kepegawaian Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
6.     Kepala   Kantor   Regional   VIII   Badan   Kepegawaian

Negara  di Banjarbaru.
7.      Kepala  Badan/Dinas  ...................... /fempaf pegat#cz{

Negeri Sipil bekerja)
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b.     Permohonan  Persetu].uar   Perpanjangan    Cuti Di Luar
Tanggungan Negara

PERSETUJUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

Nana
NIP
Keputusan Pemberian Cuti Di Luar
Tanggungan Negara
a. Nomor
b. Tanggal
c.   Lamanya   cuti     yang

telah diberikan
d. Berdasarkan Persetujuan Nomor
Kepala Tan88al

Badan Kepegawaian Negara
Lananya   perpanjangan    cuti
yang
diminta
Alasan permintaan perpanjangan \,,,,,,,,,®,,,,,,,,®,,,,,,,~®

cuti
Nomor  Persetujuan Kepala

Badan Kepegawaian
Ne8ara
Wilayah pembayaran

Ditetapkan di ..................

Pada tanggal ...................

A.N KEPALA REGIONAL
VIII

BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

BANJARMASIN

•....................(Tram

a' NIP.

•.........tocmghal/Galongcm
ruano)
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C. Keputusan   Pexpanjangan    Cuti   Di   Luar   Tanggungan
Ne8ara

BUPATI SUKAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SURAMARA

NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

ATAS NAMA                          NIP.

BUPATI SURAMARA

Menimbang
permintaan/

a.             bahwa        berdasarkan

permohonan  perpanjangan  cuti  di
lu ar           tanggu ngan           ne gara
•.................    NIP .................. tan88al

............    dan   persetujuan   Kepala
Kantor      Regional      VIII      Badan
Kepegawaian   Negara   Banjarmasin
Nomor.......tanggal...........yang
bersangkutan     telah     memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan;

b.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana      dimaksud      dalam
huruf     a,      perlu      menetapkan
Keputu sam         Bupati         tentang
Pelpanj angan      Cu ti      d i      Luar
Tanggungan Negara Atas Nama ......
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Mengingat:          1.     Undang-undang    Nomor    5    tahun
2 002         tentang         Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten
Seruyan,     Kabupaten     Sukamara,
Kabupaten   hamandau,   Kabupaten
Gunung    Mas,    Kabupaten    Pulau
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di  provinsi
Kalimantan Tengah ;

2.    Undang-Undang    Nomor    5    Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.     Undang-Undang  Nomor   23   Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana  telah  diubah  terakhir
dengan    Undang-Undang   Undang-
Undang    Nomor    1    Tahun    2022
tentang       Hubungan       Keuangan
Antara     Pemerintah     Pusat     dan
Pemerintahan Daerah;

4.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   94
Tahun      2021      tentang      Disiplin
Pegawai    Negeri    Sipil    (I.embaran
Negara   Republik   Indonesia   2021
Nomor   202,   Tambahan   lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Nomor
6718);

5.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    11
Tahun   2017   tentang   Manajemen
Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   49
Tahun   2018   tentang   Manajemen
Pegawai        Pe merin tah        d en gan
Peljanjian Ken.a;

7.     Peraturan      Badan      Kepegawaian
Negara    Nomor    24    Tahun    2017
tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan
Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor
7 Tahun 2021 ;

Memutuskan :

Menetapkan  :
KESATU : Cuti di luar tanggungan negara yang diberikan

berdasarkan     Keputusan     .........     Nomor
.........     tanggal     .........     Kepada     Pegawai
Negeri Sipil:
Nana
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Unit Kelja
Masa Kerja Golongan

pada tanggal ............
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KEDUA :

KETIGA :

Masa Kelja Golongan          :   ... tahun..
bulan

untuk kenaikan gaji berkala berikutnya
Jarigka  waktu  perpanjangan  cuti  di  luar
tan ggu ngarl          negara         sebagaiman a
dimaksud pada Diktum KESATU selama
.....   tahun   terhitung   mulai   tanggal   .....
sampal dengan tanggal .........
Selama     menjalankan     cuti     di     luar
tanggungan  negara,  Pegawai  Negeri  Sipil
sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum
KE S ATU       tidak       be rhak       me ne rima
penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak
diperhitungkan      sebagai     masa     kelja
Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan
negara   berakhir,    Pegawai    Negeri    Sipil
sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum
KESATU   wajib   melaporkan   diri   secara
tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.

KELIMA : Apabila tidak melaporkan  diri  tepat  pada
waktu nya ,        Pegawai        Ne ge ri        S ip il
sebagaimana    dimaksud    pada    Diktum
KESATU    diberhentikan   dengan   hormat
sebagai Pegawal Negeri Sipil.

KEENAM : ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai
Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum   KESATU   untuk   diketahui   dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA

...............(rramatanpagelar)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.     Kepala    Badan     Pemeriksa     Keuangan     Republik

Indonesia di Jakarta.
2.     Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3.     Direktur       Jenderal       Perbendaharaan       Negara

Kementerian Keuangan.
4.     Deputi      Bidang      Mutasi      Kepegawaian      Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
5.     Deputi Bidang sistem Informasi Kepegawaian Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
6.     Kepala   Kantor   Regional   VIII   Badan   Kepegawaian

Negara di Banjarbaru.
7.      Kepala  Badan/Dinas  ...................... /tempat pegat#a{

Negeri Siptl bekerja)

49



d.     Laporan Tertulis Telah selesai Menjalankan cuti Di Luar
Tanggungan Negara

'.......'..'........,

Kepada :

Yth.

di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                         .

NIP

Pangkat/Golongan   Ruang :
Unit Kelja

dengan ini melaporkan bahwa saya pada tanggal ............
telah selesai menjalankari cuti di luar tanggungan negara
berdasarkan Keputusan ...... Nomor ...... tanggal ......

Berkenaan    dengan    hal    tersebut    saya    mengajukan
permohonan    untuk   dapat   diangkat   dan    diaktifl{an
kembali.

Demikian laporan ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

froana)
NIP.

50



e. Permohonan Persetujuan Pengaktifan Kembali Setelah
Selesai Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

PERSETUJUAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

MENGAKTIFKAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR

TANGGUNGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN SURAMARA

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIP

Ilama

Pangkat
Golongan  Ruang
TMT
Masa    kelja    golongan . . . . . . tahun

pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bulan
Gaji pokok
Persetujuan Kepala Badan

NomorKepegawaian Negara tentang
Pemberian uti di Luar

TanggalTanggungan Negara
Keputusan Cuti di Luar Nomor
Tanggungan Negara Tanggal
Persetujuan Kepala Badan

NomorKepegawaian Negara tentang
Pelpanjangan Cuti di Luar

Tan88alTanggungan Negara
Keputusan Cuti di Luar Nomor
Tanggungan Negara Tanggal
Tanggal selesai menjalankan
Cuti
di Luar Tanggungan Negara

Baru

Pangkat ®,,,,,,,,,,®,,,,,

Golongan  Ruang . . . . . . . . . . .  tahun.........bulan

Masa kelja golongan
Berlaku mulai

Catatan Badan Kepegawaian Negara
Nomor     Persetujuan    Kepala     Badan
Kepegawaian Negara
Wilayah pembayaran
Ditetapkan tanggal  ...............................,...................

A.N KEPALA
REGIONAL VIII

BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

BANJARRASIN

•....................(Tram

a' NIP.

•.........tea;nghal/Gofongcm
rucno)
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f.      Keputusan      Pengaktifan      Kembali      Setelah      Selesai
Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

BUPATI SURAMARA

KEPUTUSAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR........

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL SRTELAH MENJALANKAN CUTI DI LUAR

TANGGUNGAN NEGARA ATAS NAMA .......  NIP .........

BUPATI SUKAMARA

Menimbang
laporan

a.          bahwa    berdasarkan     surat

telah  selesai  menjalankan  cuti  di
luar           tanggungan           ne gara

NIP................tanggal..............dan

persetuj uar         Kepala         Kantor
Regional  VIII   Badan   Kepegawaian
Negara   Banjarmasin              Nomor

.... tanggal
......     yang     bersangkutan     telah
me in e nuhi        p e rsyaratan       yam g
dite n tukan       d al am       p e raturan
perundang-undangan;

b.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan
sebagaimana      dimaksud      dalam
huruf      a,      periu      menetapkan
Keputu s an         Bupati         te n tan g
Pengaktifan       Kembali       Sebagai
Pegawai      Negeri      Sipil      Setelah
Menjalankan       Cuti       Di       Luar
Tanggungan Negara Atas Nama
............  NIP ...................  ;
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Mengin8at 1.     Undang-undang Nomor 5 tahun 2002
tentang    Pembentukan     Kabupaten
Katingan ,       Kabu paten       S eruyan ,
Kabupaten    Sukamara,    Kabupaten
I.amandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten  Pulau  Pisau,  Kabupaten
Murung Raya dan  Kabupaten  Barito
Timur di provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang    Nomor    5    Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.     Undang-Undang  Nomor   23   Tahun
2014  tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana  telah  diubah  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   1
Tahun    2022    tentang    Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah ;

3.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   94
Tahun      2021      tentang      Disiplin
Pegawai    Negeri    Sipil    (I,embaran
Negara   Republik   Indonesia   2021
Nomor   202,   Tambahan   lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6718);

4.     Peraturan   Pemerintah   Nomor    11
Tahun   2017   tentang   Manajemen
Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   49
Tahun   2018   tentang   Manajemen
Pegawai        Peme rintah        de n gan
Perianjian Kelja;

6.     Peraturan      Badan      Kepegawaian
Negara    Nomor    24    Tahun    2017
tentang  Tata  Cara  Pemberian  Cuti
Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana
telah    diubah    dengan    Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 7
Tahun 2021 ;
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Memutuskan :

Menetapkan  :
KESATU  :     Mengaktifkan  kembali  setelah  menjalankan

cuti  di  luar  tanggungan  negara  Pegawai
Ne8eri Sipil:
Nana
NIP.

Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan
Masa Kelja Golongan

pada tanggal ............
Gaji Pokok

•..  tahun  ....

bulan

KEDUA   :  Pengaktifl{an kembali   sebagai   Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terhitung mulai tanggal

KETIGA  :   Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
ditetapkan.

KEEMPAT  :  Apabila  dikemudian  hari  temyata  terdapat
kekeliruan   dalam   keputusan   ini,   akan
diadakan    perbaikan    dan    perhitungan
kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA  :  ASLI  Keputusan ini diberikan kepada Pegawai
Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada
Diktum   KESATU   untuk   diketahui   dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA

...............(nanatarxpagelar)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.     Kepala     Badan     Pemeriksa     Keuangan     Republik

Indonesia di Jakarta.
2.     Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
3.     Direktur       Jenderal       Perbendaharaan       Negara

Kementerian Keuangan.
4.     Deputi      Bidang      Mutasi      Kepegawaian      Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
5.     Deputi Bidang sistem Informasi Kepegawaian Badan

Kepegawaian Negara di Jakarta.
6.     Kepala   Kantor   Regional   VIII   Badan   Kepegawaian

Negara di Banjarbaru.
7.      Kepala Badan/Dinas  ...................... /tempat pegatuaj

Negeri Sipil bekerf a)
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9.     Permintaan    Penyaluran    Pegawai    Penempatan    Pada
Instansi Lain

BUPATI SUKAMARA

Nomor   :                                                Kepada

Perihal  :     Permintaan         Yth.   Kepala Badan
Penyaluran                    Kepegawaian Negara
Pe gawai               di

JARARTA

Kepada
Yth.   Kepala Badan Kepegawaian

Negara
di

JAKARTA

1.     Bersama  ini  diberitahukan  bahwa  Pegawai  Negeri
Sipil:
a.     Nana
b.      NIP

c.     Pangkat/Golongan :
Ruang teraThir

d.     Unit Kelja tera]chir :

telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan
negara    selama    ..........    berdasarkan    Keputusan
..........  Nomor  ...........  tanggal  .................

2.     Berdasarkan  surat  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  yang
bersangkutan    tertanggal    .............,    yang    intinya
melaporkan diri telah selesal menjalankan   cuti   di
luar tanggungan negara dan  meminta untuk dapat
diaktifkan kembali.
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3.

4.

Permintaan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil
yang  bersangkutan,   tidak  dapat  dipenuhi  karena
tidak tersedia lowongan jabatan pada instansi kami.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,  maka
dengan  ini  kami  mohon  bantuannya  untuk  dapat
menyalurkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
kepada  instansi  lain.  Sebagai  bahan  pertimbangan
kami       sampaikan      data      kepegawaian      yang
bersangkutan secara lengkap.

5.     Demikian  atas  perhatian  dan  kelja  samanya  kami
ucapkan terimakasih.

BUPATI SURAMARA

•.........................(rra;rna)

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

#qlAN H
aslinya
KUM,

BEwiA PU
•prlp,-?t-I-?7`g

S.H.,  M.H.
2002121004

56


